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Jogja Pali;ig Bersih”,
Kupang Paling Jeblok

Polisi dan Bea Cukai
Dinilai Kental Suap

JAKARTA - Korps kepolisian
harus bekerja lebih keras untuk
memperbaiki citranya sebagai
pengabdi masyarakat. Indeks
persepsi suap hasil survei Trans-
parency International Indonesia
(TII) 2008 masih menempatkan
lembaga pimpinan Kapolri Bam-
bang Hendarso Danuri itu sebagai
yang terkotor.

Sebanyak 1.218 interaksi dari
3.841 responden yang berhubun-
gan dengan kepolisian menyatakan
terpaksa menyuap apabila kepent-
ingannya ingin dilayani. Mereka
Tata-rata merogoh kantong Rp
2,27 juta untuk bertransaksi suap
dengan abdi negara berseragam
cokelat itu. "Polisi hingga seka-
rang belum bersih dari praktik itu,”
ujar Manajer Riset dan Kebijakan
TII Frenky Simanjuntak saat me-
launching indeks persepsi korupsi
(IPK) dan indeks persepsi suap
Indonesia 2008.

Responden yang disurvei tersebut
terbagi atas tiga kelompok, yakni
pejabat publik, tokoh mayarakat, dan
pelaku bisnis. Persepsi suap itu ditilik

7 Lnulaldgam pengajuan izin usaha,

S:l. i H‘IH.nTII,ZDOG ;
pelayanan umum, serta keputusan
hukum yang menguntungkan,
Urutan kedua institusi “kotor”
adalah pelayanan bea cukai dan
keimigrasian. Pada dua kantor
pelayanan itu, uang suap yang ha-
rus disediakan rata-rata justru lebih
tinggi, yakni Rp 3,2 juta dan Rp 2,8
Juta. (selengkapnya lihat grafis).
Suap juga terjadi di pengadilan.
Dari 204 responden yang disurvei,
30 persen menyatakan pernah me-
nyogok institusi itu. Namun, uang
yang diberikan jauh lebih tinggi
daripada 14 lembaga publik lain s -
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Suap di benteng keadilan itu
mencapai Rp 102 juta. "Rata-
rata pelaku usaha yang mencari
keadilan harus membayar se-
banyak itu,” urainya kemarin.

Survei yang diselenggarakan
setiap dua tahun itu juga meng-

~gambarkan fakta menarik soal
IPK di 50 kota di Indonesia.
Kota-kota itu dipilih berdasar-
kan data Badan Pusat Statis-

~tik (BPS) yang menjelaskan
tingginya laju inflasi.

Jogja menempati ranking ter-

tinggi dengan angka 6,43, Ini

kenaikan dibanding dua tahun
lalu yang hanya meraih 5,59.
”Kami juga mengkroscek kepada
masyarakat bahwa pelayanan di
sana cukup mudah dan cepat. Ini
setelah ada kantor yang khusus
mengurus perizinan,” ujarnya.
Menurut Frenky, TPK itu diu-
kur berdasarkan usaha penegak
hukum daerah dalam mem-

berantas korupsi, serta usaha

pemerintah setempat mencegah
terjadinya korupsi. *’Semakin
rendah nilai IPK menggam-
barkan ketidakseriusan dalam
memberantas kejahatan luar
biasa itu,”’ beber Frenky.

Dari 10 kota besar yang meraih
nilai tertinggi, ternyata tidak
satu pun meliputi kota-kota be-
sar. Surabaya, misalnya, hanya
tercatat di peringkat 31 dengan

IPK 4.26. Ini sedikit lebih baik

peringkat 36 dengan IPK, 4,06.
Kupang merupakan kota yang
terburuk dalam pemberantasan
korupsi. Kota ini hanya duduk
di peringkat paling buncit den-
gan IPK : 2,97,

Survei jugamenggambarkan anali-
sis menarik soal episentrum korupsi.
Menyangkut percepatan urusan
birokrasi, pusarannya terdapat di
Jawa dan Sumatera. Yang paling

sulit di Jakarta. "’Di Sumatera, pu-

satnyadi Medan,” jelasnya. Berbeda
dengan urusan pengajuan izin usaha,
yang paling lekat dengan korupsi
adalah wilayah Indonesia Timur,
dan episentrumnya di Pontianak
danKupang. i

Deputi Bidang Pencegahan

KPK Eko Tjiptadi mengimbau

untuk berhati-hati memahami
hasil survei. ’Bisa saja hasil
survei rentan penyimpangan.
Sebab, responden yang ditanya
bisa dalam keadaan emosi,”
terangnya. Meski demikian,
KPK menghargai hasil riset
tersebut. "Paling tidak, ini men-
jadi motivasi untuk memberan-
tas korupsi,” terangnya. Dalam
waktu dekat, KPK juga akan
membeber hasil survei yang
sama soal perilaku Korupsi.
Hasil survei Transparency In-

' ternational Indonesia (TII) 2008

terkait indeks persepsi suap di
pengadilan direspons biasa oleh
Mahkamah Agung (MA). Seb-
agai lembaga tinggi negara, MA

- tetap bekerja independen dan

transparan. Tidak terpengaruh
hasil survei.

dibanding Jakarta yang duduk di ""Bagi MA, ada atau tidak

ada survei, para hakim yang
_terbukti melakukan pelanggaran
tentu akan kita tindak. Lembaga
peradilan jangan dibuat main-
main,”’ tegas Juru Bicara MA
Djoko Sarwoko kemarin. Djoko
‘menyebutkan, kategori hakim
yang dinilai melakukan pelang-
garan adalah termasuk yang
terbukti melakukan suap.
’MA adalah pintu bagi ma-
syarakat untuk mencari keadilan.
Jika hakimnya berbuat pelangga-
ran, termasuk suap, akan ditindak
tegas,”” tandas Djoko. Intinya,
MA sudah mempunyai me-
kanisme sendiri untuk menindak

~_parahiakim. Bukan berdasarpada »
-survei. ~’Kami terus melakukan

perbaikan kinerja. Ya, hasil survei
ini bisa juga memperbaiki. Si-
lakan saja dikritik yang memban-
gundan hasil survei diserahkan,”
panaiye- :
Kemarin, TII me-launching
indeks persepsi korupsi (IPK)
dan indeks persepsi suap Indo-
nesia 2008, Dalam survei TII,
suap di pengadilan termasuk

yang paling disorot. Sebab,

di antara 204 responden yang
disurvei, 30 persen menyatakan

- pernah memberikan sogokan

kepada institusi pengadilan.
Rata-rata suap di pengadilan
mencapai Rp 102 juta.

*’Ya, survei sah-sah saja.

Namun, harus diperjelas besa-

tan uang suap itu berapa dan
mana? Hitungannya seperti
apa? Respondennya dari ka-
langan mana?’’ tanya Djoko.

Sebagai bukti MA aktif mem-

berangus hakim suap, hakim
agung yang menjabat ketua
muda bidang pengawasan MA
itu menyebutkan, MA baru saja
menindak 17 hakim nakal.,
Djoko menjelaskan, beberapa
di antara 17 hakim yang ditin-
dak itu telah menjabat ketua
pengadilan di berbagai kota di
- Indonesia. Sedangkan beberapa
hakim lainnya bertugas sebagai
_ ketua pengadilan agama. **Se-
bagian sudah dikirimi SK (surat
keputusan), sebagian masih
berupa rekomendasi yang sudah
disetujui pimpinan dan tinggal
dituangkan ke SK,’’ bebernya.
Sanksi itu diberikan setelah
para hakim terbukti melakukan
pelanggaran dalam menunai-
kan tugasnya sebagai penegak
hukum. ’’Sehingga, tiga bulan
terakhir ada 41 orang yang telah
ditindak,” ujamnya. Hakim yang
dikenai hukuman jabatan tersebut
bervariasi, dari hukuman berat,
sedang, hinggaringan. Sementara
di tingkat panitera, tiga orang
dikenai sanksi oleh MA.
~ Selain hakim, yang ditindak
adalah seo?ng wakil panitera.
g‘%@lu, ada dua orang panitera
muda, yang bervariasi antara
. hukuman berat dan ringan. Di
tingkat struktural, empat orang
pejabat struktural juga turut
dikenai sanksi, sama halnya
dengan enam orang panitera
pengganti. Sisanya, 7 orang staf
administrasi serta 1 orang juru
sita pada pengadilan tingkat per-
tama juga masuk dalam daftar
rekomendasi hukuman. (jpnn)
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